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Foto bersama rombongan safari Ramadhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) yang dipimpin oleh Ketua Umum SPI Henry
Saragih sesaat setelah berdiskusi dengan perwakilan petani Jawa Tengah, di sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Tengah, di Semarang
(28/07/2013)
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DPP SPI Awal Safari Ramadhan
2013 di Jawa Timur
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Foto: Safari Ramadhan DPP SPI sekaligus diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum SPI di DPW SPI Jawa Timur, di Surabaya.

SURABAYA. Tahun ini, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia memulai rangkaian safari Ramadhan dari wilayah timur Jawa.
Berkenaan dengan hal tersebut, pada Sabtu, 27 Juli 2013, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Timur menyelenggarakan pertemuan dan
diskusi di sekretariatnya di J1. Siwalankerto Tengah, Surabaya.

Selain pengurus DPW SPI Jawa Timur, diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Tuban, Blitar,
Kediri, Ponorogo, Panitia Persiapan Cabang (PPC) Bojonegoro, hingga Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal jawa Timur.

Ketua Umum SPI Henry Saragih yang memimpin rombongan tim safari Ramadhan DPP SPI dalam diskusi tersebut menyampaikan tepat 8 Juli
yang lalu SPI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-15.

“Alhamdulillah organisasi kita ini sudah lima belas tahun umurnya. Tepat sehari setelah hari ulang tahun SPI, DPR pun mengesahkan Undang-
Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Walaupun masih banyak kelemahan, UU ini memberikan sedikit angin segar
bagi perjuangan petani kecil di Indonesia,” tutur Henry.

Henry juga menyampaikan tentang dikabulkannya judicial review UU Sistem Budidaya Tanaman (SBT) oleh Mahkamah Konstitusional.

“Jadi semoga dengan kemenangan gugatan terhadap UU SBT ini bisa lebih memperkuat gerakan penguasaan perbenihan petani. Bapak-
bapak sekalian tidak perlu lagi takut dipenjara akibat mengembangkan benih sendiri. Benih hasil tangkaran petani sendiri pasti jauh lebih bagus
daripada buatan perusahaan. Semoga kita bisa berdaulat benih,” paparnya.

Sementara itu, perwakilan DPW SPI Jawa Timur Basuki mengemukakan saat ini masih banyak Peraturan Daerah (Perda) yang tidak sesuai
dengan kebijakan agraria tingkat nasional, akibatnya sering terjadi tumpang tindih.

“Jadi SPI Jawa Timur bersama Ormas lain akan siap membangun aliansi dengan buruh, nelayan dan mahasiswa, untuk bersama menyikapi
isu-kerakyatan dan menolak Perda-Perda yang merugikan petani kecil,” ungkap Basuki. #
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21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id Website: www.spi.or.id
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SPI Siap Judicial Review UU yang
Tidak Berpihak ke Petani Kecil

Foto: Safari Ramadhan DPP SPI sekaligus diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum SPI di DPW SPI Yogyakarta

SLEMAN. Yogyakarta adalah tujuan berikutnya dari perjalanan safari Ramadhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI).
Di kota Gudeg ini, DPP SPI mengadakan diskusi dengan para pengurus Badan Pengurus Wilayah (BW) SPI Yogyakarta (29/07). Bertempat di
sekretariat DPW SPI Yogyakarta di Sleman, acara diskusi ini juga dihadiri oleh petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Gunung Kidul,
Bantul, Kulonprogo, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) asal Yogyakarta, hingga mahasiswa.

Dalam diskusi ini Ketua Umum SPI Henry Saragih mensosialisasikan beberapa kebijakan-kebijakan pertanian terbaru seperti pengesahan
Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Menurutnya, secara umum UU Perlintan ini bisa dijadikan alat untuk
memperluas perjuangan dan tuntutan petani, terutama dalam jaminan produksi pertanian (subsidi, teknologi dan permodalan)

“Meski tidak mengatur secara tegas dalam pengaturan atas kepemilikan tanah, setidaknya dalam upaya teknis pertanian UU Perlintan ini
juga memberikan akses petani terhadap tanah (hak pakai, hak garap). UU ini juga membatasi pergerakan ormas tani independen bentukan petani
seperti SPI untuk mengakses subsidi pemerintah yang hanya diperuntukkan bagi organisasi atau kelompok bikinan pemerintah seprti poktan dan
gapoktan,” papar Henry

Oleh karena itu Henry menegaskan memang perlu dipersiapkan strategi melakukan judicial review terhadap UU yang tidak berpihak ke
petani, termasuk pasal demi pasal di UU Perlintan, hingga UU tentang kelompok petani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

Sementara itu dalam diskusi kali ini Ketua BPW SPI Yogyakarta Tri Haryono menyinggung tentang perubahan iklim yang sering menyebabkan
petani gagal panen. Salah satu penyebabnya adalah para petani saat ini cenderung tidak menggunakan pranata mangsa (kearifan lokal yg
memperhatikan lingkungan hidup) dalam bertani.

“Pertanian agroekologi yang dipromosikan SPI dan La Via Campesina dalam penerapannya sejalan dengan pranata mangsa ini, tapi sayangnya
perlu usaha untuk mengubah kebiasaan petani yang cenderung bertani dengan input kimiawi,” tutur Tri.

Tri menambahkan, untuk mendukung perekonomian petani SPI Yogya membuat usaha bersama seperti peternakan kambing hingga
pengembangan demplot di beberapa daerah.

Sementara itu, di sela konsolidasi ramadhan DPP SPI di Yogyakarta, Ketua Umum SPI Henry Saragih bertemu dengan Paguyuban Petani Lahan
Pantai (PPLP) yang diwakili oleh Sekjennya, Karman (30/07). Pertemuan ini dilakukan di lahan perjunngan yang sedang ditanami cabe, di Desa
Bugul | Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta.

Karman memaparkan saat ini sedang berlangsung konflik agraria PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) dengan PT JMI (Jogja Magasa Iron)
perusahaan asal Australia, dimana Lahan yang akan ditambang mencakup 3000 Ha. Proyek mega tambang pasir besi ini berpotensi menggusur
3.000 KK yang membujur sepanjang pantai selatan Jawa.

Menanggapi hal ini, Henry mengatakan SPI akan mendukung perjuangan PPLP untuk mempertahankan tanahnya dan menolak perampasan
tanah yang dilakukan oleh PT JMI.#
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Kemerdekaan Petani dalam
Pemuliaan Benih Adalah
Tonggak Kedaulatan Pangan
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Foto: Konferensi pers bersama tentang keberhasilan judicial review Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT)

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU
SBT) yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS, Bina Desa, API, IPPHTI, Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan
individu petani yakni Kunoto dan Karsinah (18/07/2013). Keputusan yang dibacakan oleh Ketua MK Akil Muchtar bersama delapan hakim
konstitusi lainnya menyebutkan bahwa pasal 9 ayat 3, pasal 12 dan pasal 60 dinyatakan bertententangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat alias tidak berlaku.

Untuk mengabarkan kemenangan perjuangan petani ini, SPI bersama ormas tani dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Jaringan
Advokasi Petani Pemulia Tanaman mengadakan sebuah konferensi pers di Jakarta (21/08).

Dalam acara tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan dikabulkannya judicial review UU SBT ini merupakan salah satu
langkah awal untuk mengembalikan kedaulatan pangan di Indonesia.

“Negara kita saat ini tidak berdaulat lagi di bidang pangan. Semuanya diimpor, mulai dari kedelai, bawang, beras, daging sapi, dan lainnya.
Jadi sesungguhnya pemerintahan SBY telah gagal dalam menegakkan kedaulatan pangan, jika ada yang berhasil itu adalah inisiatif-inisiatif yang
dilakukan oleh rakyat,” tegas Henry.

Henry juga menyampaikan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI telah mensosialisasikan kabar gembira ini ke petani anggota SPI di daerah-
daerah, sehinggga mereka tidak perlu takut lagi memuliakan benih.

“Soal model pertanian kami akan mendesak tidak akan meneruskan revolusi petani yakni menjalankan pertanian agroekologi, dan mendesak
pemerintah agar membagikan tanah yang sudah diatur dalam konsititusi,” tuturnya.

Bersambung ke halaman 15
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Atasi Konflik Agraria, SPI Jawa
Tengah Siap Bentuk LBH Petani
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Foto: Safari Ramadhan DPP SPI sekaligus diskusi bersama petani dan mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Umum SPI di sekretaruat DPW SPI Jawa Tengah di Semarang

SEMARANG. Dalam rangka safari Ramadhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Tengah mengadakan
diskusi pertanian di sekretariatnya di daeah Ngalian, Semarang, Jawa Tengah (28/07).

Dalam diskusi ini Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan perkembangan terbaru mengenai regulasi yang berhubungan dengan petani
baik. Di tingkat internasional, pada 19 Juli 2013 Deklarasi Hak Asasi Petani (HAP) dan Orang-Orang Yang Tinggal Di Pedesaan akan diratifikasi
Maret 2014 oleh Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss pada Maret 2014. Di tingkat nasional, pada 9 Juli 2013 disetujui Undang-Undang (UU)
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), yang akan ditindaklanjuti dengan Permen dan Perda.

“Dalam UU Perlintan diisyaratkan perlindungan terhadap petani gurem yang beraset kurang dari dua hektare, sehingga petani yang memiliki
aset kurang dari dua hektare atau tidak memiliki tanah untuk bisa diakomodasi sehingga memenuhi syarat,” tutur Henry.

Henry juga menyampaikan sisi positif dan negatif UU yang mulai digodok oleh SPI, ormas pendukung kaum tani, dan Komnas HAM sejak 2001
ini.

“Kelembagaan petani dilemahkan melalui UU ini, pemerintah hanya mengakomodir kelompok tani bentukan pemerintah sehingga SPI

Bersambung ke halaman 14
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Desak Pemda Buat Perda
Dukung Petani Kecil

CIREBON. Provinsi Jawa Barat
adalah tujuan berikutnya dari
tim safari Ramadhan 2013
Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI).
Bertempat di Desa Greget,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,
tim yang dipimpin langsung oleh
Ketua Umum SPI Henry Saragih
melaksanakan diskusi mengenai
pertanian (31/07).

Dalam diskusi tersebut
Henry kembali mensosialisasikan
kebijakan terbaru pertanian
di tingkat nasional seperti
disahkannya Undang-Undang
(UU) Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Perlintan)
hingga dikabulkannya judicial
review UU Sistem Budidaya
Tanaman.

“Dengan munculnya UU
Perlintan ini diharapkan teman-
teman SPI di wilayah ataupun
cabang mendesak pemerintah
daerahnya membuat Perda-
perda turunan yang mendukung
perjuangan petani kita,” ungkap Henry.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat Tantan Sutandi menyampaikan pihaknya siap memanfaatkan
momen tersebut untuk konsolidasi memperkuat perjuangan petani di Jawa Barat.

“Kami akan mendesak Pemda Jawa Barat untuk membuat Perda yang sejalan dengan isi UU Perlintan yang memperkuat perjuangan petani.
Pelaksanaan perayaan Hari Tani Nasional 24 September nanti di Jawa Barat akan kami maksimalkan untuk memperkuat posisi tawar kita,” tutur
Tantan.

Sementara itu Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Cirebon Mae Azhar mengungkapkan beberapa perkembangan pertanian
di Cirebon.

“Akhir-akhir ini terjadi gagal panen mangga karena sering hujan. Petani tebu di Cirebon sini juga mengeluh terkait rendemen (rendemen
sering dipermainkan, red) sehingga mempengarubhi nilai jual tebu. Kami juga berencana melakukan usaha bersama peternakan ayam dan
distribusi telur untuk memperkuat ekonomi organisasi,” ungkap Mae Azhar.

Diskusi ini sendiri dihadiri oleh empat puluhan orang yang mayoritas pesertanya adalah petani sekitar. #

Foto: ( - (Kanan atas) Ketua Umum SPI Henry Saragih. (Kiri bawah) Peserta
diskusi SPI Jawa Barat di Cirebon. (Kanan bawah) Ketua BPC SPI Kabupaten Cirebon, Mae Azhar

DPW SPI Sumatera Utara Selenggarakan
Diskusi UU Perlintan

MEDAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara menyelenggarakan diskusi dan pembahasan mengenai
Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) di Medan, Sumatera Utara (25/07).

Diskusi yang dihadiri oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih ini mengupas mengenai UU yang baru saja disahkan DPR pada 09 Juli 2013 lalu.
Henry memaparkan asal-usul UU Perlintan berangkat dari keadaan di masa Suharto.

“Dulu kalau kita melakukan perkumpulan seperti ini sudah ditangkap sama TNI. Masa reformasi bergulir kita bertanya apa Hak Petani.
Kalau pun ada cuma UUPA No 5 Tahun 1960. Nah, jika kita telusuri secara internasional seperti di PBB peraturan yang mengatur petani juga
Bersambung ke halaman 10
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AKsi Petani Thailand, Tolak
Perjanjian Perdagangan Bebas

BANGKOK. Ratusan petani dari
Assembly of the Poor ( AOP)
- organisasi petani Thailand,
anggota La Via Campesina -
berkumpul di depan Gedung
Pemerintah Thailand di Bangkok.
Mereka melakukan aksi menolak
putaran kedua negosiasi perjanjian
perdagangan bebas (Free
Trade Agreements-FTA) antara
pemerintah Thailand dengan
negara-negara Uni Eropa yang
dilakukan di Provinsi Chiangmai
pada 16-20 September 2013.
Dalam aksi tersebut
perwakilan AOP menyampaikan
negosiasi perjanjian perdagangan
bebas antara Thailand dengan
negara-negara Uni Eropa (Thai
- EU FTA) adalah kebijakan
ekonomi suatu negara yang akan
mempengaruhi basis sumber
daya alam, kesejahteraan dan
hak-hak orang miskin. Upaya
Uni Eropa untuk menekan
pemerintah Thailand untuk
mengkomersialisasi kekayaan
intelektual yang mencakup sumber
daya genetik dan sumber daya
hayati akan membuka pintu bagi
korporasi untuk memonopoli
benih dan industri bioteknologi,
serta merampas sumber daya alam

Foto: Aksi petani dari Assembly of the Poor (AOP) Thailand (anggota La Via Campesina) menolak diterapkannya perjanjian
perdagangan bebas antara Thailand dan Uni Eropa (Thai-EU FTA)

dari masyarakat miskin. Akibatnya petani (kecil) harus membeli benih dengan harga tinggi, sementara menjaga benih untuk musim depan, saling
tukar benih dan melindungi dan menangkarkan benih dan sumber daya genetik menjadi kejahatan.

"Perdagangan bebas memberikan kesempatan bagi perusahaan transnasional dan investor asing untuk mengeksploitasi secara bebas sumber
daya alam masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Tanah, air dan sumber daya lainnya akan dirampas dari si miskin. Ini adalah ancaman bagi
kedaulatan pangan dan hak-hak petani,” ungkap Baramee, dari AOP.

Bukan hanya pertanian, AOP menjelaskan bahwa Thai - EU FTA juga akan menciptakan ketidakadilan dalam aksesibilitas obat sehingga
tercipta monopoli obat karena tekanan Uni Eropa kepada pemerintah Thailand pada isu-isu yang tidak adil termasuk perpanjangan durasi
perlindungan paten obat-obatan, eksklusivitas data atau perjanjian perdagangan anti-pemalsuan.

Bersambung ke halaman 10
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Investasi Lahan Skala Besar
di Tanzania Rugikan Petani Kecil

MOROGORO - TANZANIA. Sebuah studi baru di Tanzania yang dilakukan oleh Dr Kenneth Bengesi dari Universitas Pertanian Sokoine
menyimpulkan, dengan kerangka hukum yang ada saat ini investasi pertanian skala besar yang diperuntukkan untuk biofuel hanya akan
merugikan petani kecil.

"Dengan kerangka hukum saat ini, di mana ada hak kepemilikan lahan yang tidak aman dan tata kelola lahan yang lemah, investasi lahan skala
besar tidak bisa sejalan dengan petani kecil " kata Dr Bengesi , saat mempresentasikan temuannya pada peringatan ke 20 MVIWATA (Jaringan
Nasional Kelompok Tani Tanzania)

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di daerah Kisarawe, petani kecil tidak senang dengan investasi bio-fuel di daerah mereka karena
mempertimbangkan dampak negatif sosial-ekonomi, sistem ekologi dan pengalihfungsian lahan.

Menurut Dr Bengesi, pertanian skal besar yang dilakukan oleh perusahaan hanyalah berdasarkan keuntungan semata. Oleh karena itu mereka
belum tentu peduli dengan kepentingan petani kecil .

Dalam penelitian yang ditugaskan MVIWATA tersebut, terungkap bahwa 82 persen dari responden mengatakan tidak terlibat dalam proses
negosiasi pengalihfungsian lahan, sementara 14 persen terlibat dan 4 persen ragu-ragu.

Sun Biofuels, perusahaan yang mengambil alih lebih dari 8.000 Ha lahan, dimana 2.000 Ha nya telah ditanam jatropher pada saat studi,
dilaporkan telah membuat beberapa perjanjian kepada masyarakat termasuk penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan jalan, sekolah, air
sumur, serta kesehatan dan apotik. Namun, penelitian ini menyebutkan 98 persen dari janji-janji manis tersebut tidak terpenuhi, dan hanya dua
persen yang sebagian dipenuhi.

Laporan dari penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kedaulatan pangan di daerah tersebut semakin terancam. Ada penurunan
siginifikan dari jumlah petani pekerja pertanian keluarga, dari 72 persen di sebelum tahun 2007 menjadi hanya 38 persen pada 2012. Pola kerja
bergeser dengan melemparkan beban lebih kepada perempuan meskipun sedikit ada sedikit peningkatan upah bagi pekerja pertanian.

Stephen Ruvuga, direktur eksekutif MVIWATA menyampaikan, selama negosiasi pengaambilalihan lahan masyarakat tidak diberi dukungan
hukum. Warga dan pemimpin desa juga tidak tahu berapa banyak lahan mereka yang "ditawarkan" kepada perusahaan. Sementara biaya
kompensasi yang didapat tidak mencantumkan dengan jelas berapa banyak luas lahan yang dikompensasikan per individu..

"Skenario yang terjadi di Kisarawe inilah contoh nyata dari banyaknya investasi yang berhubungan dengan pertanian di negara ini. Para petani
kecil selalu tidak dianggap daripada para investor. Karenanya kedua tidak bisa hidup berdampingan,” tuturnya.

Stephen menambahkan, izin investasi terkadang dimanipulasi dalam biaya penghidupan penduduk lokal.

" Oleh karena itu, investasi pertanian skala besar tidak hanya mengancam pembangunan ekonomi di daerah tersebut, tetapi juga
kesejahteraan Tanzania yang mayoritas penduduknya adalah petani,. Lebih dari 70 persen dari masyarakat Tanzania bergantung pada sektor
pertanian, seperti kopi, tembakau dan cengkeh" tambahnya.#
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Solidaritas La Via Campesina untuk
Perjuangan Petani Kolombia

Foto: Aksi Agraria Nasional yang dilakukan oleh organisasi tani dan gerakan masyarakat sipil di Kolombia menuntut pemerintahan Kolombia melaksanakan pembaruan
agraria menyusul semakin terpuruknya pertanian di Kolombia akibat kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka yang berpihak kepada pemodal
(kredit foto: www.signalfire.org)

BOGOTA. La Via Campesina bersama Marcha Mundial de las Mujeres (Gerakan Wanita Dunia), Alianza por la Soberania Alimentaria de los Pueblos
de América Latina y el Caribe (Aliansi untuk Kedaulatan Pangan Rakyat Amerika Latin dan Karibia), ATALC (Friends of the Earth, Amerika Latin dan
Karibia), Movimiento de la Juventud Kuna (Gerakan Pemuda Kuna), dan Consejo Iternacional de Tratados Indios menandatangai surat solidaritas
dan dukungan bagi perjuangan petani kecil di Kolombia.

Sebelumnya, dimulai pada 19 Agustus 2013, ratusan ribu aksi massa yang terdiri atas organisasi petani Kolombia, gerakan akar rumput dan
pedesaan, serta gerakan sipil lainnya melaksanakan Aksi Agraria Nasional selama sepuluh hari berturut-turut di jalanan Bogota, Kolombia. Aksi
ini merupakan respon masyarakat sipil terhadap penolakan mutlak Presiden Kolombia , Juan Manuel Santos, untuk membangun dialog dengan
gerakan sosial untuk menangani krisis serius yang sedang dihadapi negara. Saat ini Kolombia menghadapi krisis di bidang pertanian dan sumber
daya alam. Krisis ini terutama disebabkan oleh persetujuan dan pelaksanaan kebijakan neoliberal seperti perjanjian perdagangan bebas (Free
Trade Agreement-FTA ).

Akibatnya lahan yang luas hanya terkonsentrasi di tangan beberapa kelompok pemodal dan perusahaan, belum lagi perampasan lahan dan
penggusuran paksa petani dari tanah mereka. Hal ini diikuti dengan kriminalisasi dan kekerasan yang kerap diterima petani yang berusaha
mempertahankan lahannya oleh aparat keamanan, meningkatnya pengkriminalisasian sepihak bagi mereka yang sering melakukan aksi
dan protes sosial, hingga dukungan pemerintah terhadao penguasaan sumber daya alam seperti tambang dan pertanian oleh perusahaan
multinasional perusahaan energi. Semuanya ini dalah beberapa konsekuensi besar yang semakin menyengsarakan petani.

Di sisi lain, pihak Presiden Santos mengklaim kalau Aksi Agraria Nasional itu tidak ada dan nyata. Padahal aksi ini akhirnya melibatkan jutaan
orang yang turun ke jalan dan mengakibatkan tewasnya empat orang, penangkapan, pemblokiran jalan, dan tingginya tensi pengamanan oleh
polisi di seluruh Kolombia. . Sikap penolakan oleh Presiden Kolombia inilah yang mengakibatkan tidak terciptanya dialog dan merusak proses
demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, La Via Campesina yang merupakan organisasi yang terdiri atas petani kecil, masyarakat adat, nelayan kecil, buruh
tani, dan wanita dan gerakan sipil internasional lainnya menyatakan dan dukungan penuhnya dan menandatangani surat solidritas yang isinya

Bersambung ke halaman 10
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menuntut beberapa hal. Pertama adalah meminta "campur tangan" negara-negara agar pemerintah Kolombia bersedia berdialog organisasi-
organisasi sipil nasional yang menggalang Aksi Agraria Nasional ini.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah Kolombia untuk melepaskan Hubert de Jesus Gomez Ballesteros, yang ditangkap pada 25
Agustus di Bogota atas tuduhan palsu dan melepaskan hampir 250 orang ditangkap dan didenda akibat berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.
Ketiga adalah agar pemerintah Kolombia menghentikan kriminalisasi orang-orang yang melakukan aksi protes menuntut kehidupan yang
bermartabat di pedesaan, karena hal Ini adalah hak mereka. Keempat adalah mencabut hukum 90.7 yang menempatkan kontrol teknis produksi
benih dan komersialisasi benih di tangan perusahaan-perusahaan transnasional dan melarang petani menggunakan benih asli yang mereka
lestarikan secara tradisional. Kelima adalah meminta intervensi dan keterlibatan organisasi internasional yang membela hak asasi manusia untuk
menuntut solusi cepat dan nyata atas situasi yang saat ini sedang dihapi oleh Kolombia. Tuntutan terakhir adalah agar masyarakat nasional dan
internasional dan organisasi advokasi hak asasi manusia menuntut keamanan dan keselamatan bagi para peserta dan juru bicara dalam Aksi
Agraria Nasional.

Sambungan dari halaman 7

Melalui Deputi Sekretaris Jenderal tersebut, AOP mengirim surat ke Perdana Menteri Thailand HE Yingluck Shinawatra, meminta
pemerintahnya untuk melindungi kepentingan rakyat (terutama yang miskin) dan bukan sebagai agen dari korporasi transnasional atau kapitalis
raksasa dan membabi buta melindungi keuntungan mereka.

"Oleh karena itu AOP menuntut pemerintah Thailand untuk tidak mematuhi tekanan dari Uni Eropa untuk menerima mekanisme perjanjian
perdagangan bebas apa pun, tidak membebaskan investasi yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam. Investasi di sektor pertanian yang
akan melemahkan kedaulatan negara dan melanggar hak-hak para petani,” tegas Baramee.

Aksi Assembly of the Poor kali ini disambut oleh Mr Suporn Attawong selaku Wakil Sekretaris Jenderal untuk Perdana Menteri. Sementara itu,
aksi kali ini diakhiri dengan atraksi pembacaan tulisan FTA yang dipanjangkan menjadi Fatal To All (Fatal bagi semua), dan Farmer Terminatng
Agreement (Petani mengakhiri perjanjian) untuk mengeskpresikan fatalnya FTA yang merugikan semua orang dan menghancurkan petani skala
kecil.#

Sambungan dari halaman 6

tidak ada seperti misal Buruh, Nelayan, Perempuan dan Anak. Berangkat dari kondisi ini SPI bersama Komnas Ham dan ormas-ormas yang
memperjuangkan kaum tani mendiskusikan masalah Hak Azasi Petani dan Pembaruan Agraria. Sehingga akhirnya pada tahun 2001 tepatnya
bulan April kita laksanakan Konvensi Hak Azasi Petani (HAP) di Cibubur. Akhir dari acara dan kegiatan itu, diusulkanlah UU Perlintan. Di level
internasional tentang perjuangan Hak Azasi Petani juga kita dorong,” paparnya.

Henry melanjutkan,di level internasional dengan bergabungnya SPI bersama La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) membuat
perjuangan semakin cerah karena bisa lebih sering mendesakkan hal ini ke PBB di Jenewa, Swiss. Akibat kriris pangan 2008 akhirnya dibentuklah
sebuah kajian yang melahirkan dokumen HAP dan mengakui keberadaan orang-orang yang bekerja di desa.

“Pada 27 September 2012 keluarlah resolusi PBB untuk membahas Hak Azasi Petani. Sehingga pada juli ini keluarlah UU Perlintan. Apakah
UU ini berubah dari apa yang kita usulkan, benar! Masih sangat jauh dengan apa yang kita bayangkan. Dalam UU ini juga ada menyangkut
tentang penguasaan tanah, asuransi, bank, benih dan keorganisasian. Keorganisasian dalam hal ini tidak mengatur Ormas tani tapi cuma sekedar
kelompok tani saja. Ini belum 100% menjadi landasan perjuangan tapi dapat dimanfaatkan sekedar saja,” tegas Henry.

Menanggapi hal ini, Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Sumatera Utara Yunus menyampaikan belakangan ini pemerintah jor-joran untuk
membangun kawasan lahan pertanian khusus sawah. Semua dibuka akses untuk dapat modal, namun kenyataannya tidak ada lagi bagi petani.

“Saya berharap UU ini dapat memperkuat perjuangan kasus tanah anggota kita. Dari ketentuan yang ada di UU ini, semoga kita dapat
mendesak Pemda untuk dapat mengakses tanah yang menjadi objek alih fungsi. Sehingga tidak ada tawar-menawar urusan lahan yang berpindah-
pindah tanah ke orang yang tidak memilki hak. Dalam setiap argumentasinya pasal per pasal dapat kita ambil untuk mendukung perjuangan kita,”
ungkap Yunus.

Henry menambahkan, UU ini bisa digunakan dalam perjuangan SPI walau belum semua isinya UU mendukung petani.

“Dalam segi permodalan UU ini memastikan bahwa penerima bantuan modal pertanian hanya kelompok tani yang dikoordinir pemerintah.
Mengenai asuransi juga harus kita sikapi dengan seksama karena nantinya kita sebagai petani akan menjadi objek perusahaan. Mengenai Bank
dalam proses pinjaman modal kita harus hati-hati karena terbukanya ruang yang seluas-luasnya untuk dapat mengakses kredit,” tambah Henry.

Diskusi ini sendiri dihadiri oleh dua puluhan peserta yang berasal dari DPW SPI Sumatera Utara, hingga petani pengurus Dewan Pengurus
Cabang (DPC) SPI se Sumatera Utara. #
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Menghidupkan Tanah Mati untuk
Kesejahteraan Petani: Belajar dari
Sejarah Nabi Muhammad SAW

oleh: Tri Haryono*

Petani tak bertanah adalah istilah halus
dari buruh tani. Petani tanpa tanah pertanian
bagaikan sopir tanpa mobil. Sungguh pahit
hidupnya, karena petani tanpa tanah untuk
bertani sulit disebut sebagai petani. Atas
dasar itu, banyak orang menyebutkan
tanah adalah hak asasi petani, tanpa tanah
kehidupan seseorang sebagai petani akan
tenggelam.

Oleh karena itu, sudah lama
diperjuangkan agar petani mempunyai
tanah sebagai alat produksi. Islam telah
memperbolehkan memiliki lahan dan
kegunaannya. Namun hal tersebut patut
didasarkan pada prinsip (1) bahwa apa yang
dimiliki seseorang terdapat milik orang lain;
dan (2) telah dengan tegas dikatakan “supaya
harta itu jangan sampai beredar diantara
orang-orang kaya diantara kamu (QS. 59:7)—
berati Islam menentang adanya akumulasi,
dominasi dan konsentrasi.

Ini berarti dalam konteks pembaruan
agraria, dibutuhkan politik agraria baru,
yang tidak lagi bercorak produksi kapitalis,
melainkan corak produksi yang lebih
berpihak pada mereka yang tuna kisma
(petani miskin, petani gurem, buruh tani—
dan mereka berada dilapis bawah struktur
sosial). Tulisan ini mencoba memaparkan
pengalaman Nabi Muhammad SAW dan
sahabat yang menganjurkan menghidupkan
tanah yang terlantar (atau) mati untuk
kemudian diolah dan dimanfaatkan sebagai
alat produksi pada mereka yang tuna kisma
sepaya menjadi sejahtera kehidupannya.
Namun sebelum itu akan dijelaskan terlebih
dahulu dipaparkan relasi antara manusia
dengan tanah.

Manusia dan Tanah

Antara manusia dan tanah, pada
dasarnya terdapat suatu hubungan yang erat
dan penting. Kebudayaan Jawa mencatat
ungkapan: sadumuk bathuk senyari
bumi, ditohi pecahing dodo lan wutahing
lurido—yang berarti bahwa dalam soal tanah,
pertumpahan darah sangat dimungkinkan.
Hal ini menunjukkan suatu masalah yang
sangat mendasar. Pertama. Bahwa tanah
berkait langsung dengan kehidupan dan
kualitas hidup manusia. Di atas tanahlah

manusia mengembangkan
kebudayaan, berproduksi
untuk memenuhi kebutuhan
materialnya. Kedua,
keterpisahan manusia
dengan tanah, akan menjadi
pangkal dari kesengsaraan
atau penderitaan manusia—
di zaman raja-raja sangat
terlihat bagaimana akibat
dari tidak dikuasainya tanah;
sebagian mereka menjadi
budak manusia lain.

Kepemilikan atau
pengusaan manusia atas
tanah, pertama-tama terkait
langsung dengan strategi
untuk mempertahankan
hidup dan kehidupan manusia. Dengan
demikian, seseorang akan membutuhkan
suatu batas minimal, sehingga dirinya dapat
memenuhi kehidupan materialnya. Jika
batas tersebut tidak dipenuhi, maka sangat
besar kemungkinkan orang tersebut akan
gagal memenuhi kebutuhan materialnya
sebagaimana standar umum.

Menghidupkan Tanah Mati

Untuk mencukupi batas minimal
sebagaimana dimaksudkan diatas, pada
masa Rasulullah SAW dibolehkan dan
bahkan diperintahkan untuk mengelola
tanah yang mati dan terlantar untuk
dimanfaatkan dan diolahnya menjadi lahan
yang produktif sehingga dari pemanfaatan
lahan mati tersebut standar umum kebutuhan
materialnya bisa tercukupi.

Tanah mati adalah tanah yang tidak
nampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak
nampak oleh bekas-bekas apapun, seperti
pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang
lain. Menghidupkannya berarti mengelola
tanah dengan menanamnya, atau menjadikan
tanah tersebut siap untuk langsung ditanami.
Dengan kata lain menghidupkan tanah
mati (ihya'ul mawat) adalah memanfaatkan
tanah untuk keperluan apapun, sehingga
bisa menghidupkannya. Tiap tanah mati
apabila telah dihidupkan oleh orang, maka
tanah tersebut telah menjadi milik yang
bersangkutan. Syara’ telah menjadikan

Foto: Lahan perjuangan petani SPI di Lebak, Banten

tanah tersebut sebagai milik orang yang
menghidupkannya, berdasarkan hadist yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah
bahwa Rasulullah saw. pernah bersabdah:
“Siapa saja yang telah mengelola sebidang
tanah, yang bukan menjadi hak orang lain,
maka dialah yang lebih berhak”. Imam Abu
Dawud juga meriwayatkan, bahwa Nabi
SAW, telah bersabda: “siapa saja yang telah
memagari sebidang tanah dengan pagar,
maka tanah itu adalah miliknya”. Di samping
itu Imam Bukhari juga meriwayatkan hadist
dari Umar dari Rasulullah SAW, bahwa
beliau bersabda: “Siapa saja yang telah
menghidupkan sebidang tanah mati, maka
tanah itu adalah hak miliknya”.
Menghidupkan tanah (ihya'ul mawat)
berbeda faktanya dengan pemberian cuma-
cuma (iqtha’). Perbedaannya adalah, bahwa
ihya'ul mawat berhubungan dengan tanah
mati, yang tidak nampak dimiliki oleh
seseorang, juga tidak ada nampak adanya
bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman,
pengelolaan ataupun yang lain. Sedangkan
igtha’ adalah memberikan tanah yang sudah
dikelola dan siap untuk langsung ditanamij,
atau tanah yang nampak sebelumnya telah
dimiliki oleh seseorang. Sedangkan memagari
tanah (tahjir) statusnya adalah sama
dengan menghidupkan tanah, sebagaimana
yang didasarkan pada nash hadist yang
diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, karena
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LAWAN NEOLIBERALISME

Rezim Organisasi Neoliberal
Dunia Mengeruk Keuntungan
dan Mitos Kesejahteraan Rakyat

oleh: Achmad Ya'kub*

APEC dan WTO di
Indonesia: Hajatan
Besar Organisasi
Neoliberal di Ujung
Tahun 2013

Seperti kita mahfum,
sejak era orde baru (orba)
arah pembangunan
nasional yang dibungkus
dengan ekonomi
Pancasila sangat aktif
mengundang modal
internasional. Berbagai
fasiltas dan kemudahan
bagi investasi asing
diberikan. Namun sejak
orba berakhir Indonesia
makin radikal dalam
kebijakan dan ideologi
“pembangunannnya”.
Lihat saja misalnya aset-
aset milik negara/BUMN
dijual dengan judul privatisasi, lembaga
pemerintah demikian juga menjadi sperti
perusahaan swasta yang komersil jauh dari
melayani publik (public service obligation-
PS0), kesehatan-pendidikan mengalami
hal sama. Hal mendasar seperti sumber
alam/agraria seperti tanah dan air semakin
diliberalkan dalam mekanisme jual beli, jauh
dari semangat konstitusi. Puncaknya adalah
disahkannya Undang-Undang Penanaman
Modal No. 25/2007, yang begitu radikal
persamaan perlakuan antara modal nasional
dan asing. Istilah Penanaman Modal Asing
(PMA) atau Penanaman Modal Dalam
Nageri ( PMDN) menjadi tak relevan lagi
bagi pembuat dan pengesah UU ini. Alih-alih
mau nasionalisasi perusahaan asing yang
menguasai hidup orang banyak, justru UU ini
menfasiltasi penguasaan lahan dalam bentuk
Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun[1].
Padahal zaman Agrariches Wet-nya kolonial
Belanda perusahaan swasta menggunakan
tanah hanya dibolehkan hingga 75 tahun.
Nah untuk memperluas dan
mempertahankannya rezim neoliberal sejak
dini mengawal melalui berbagai perjanjian
dan kerjasama internasional. Sejak April 1955,

Foto: Aksi La Via Campesina tolak WTO di Hongkong, 2005

KAA yang dianggap banyak memerdekakan
negara-negara Asia, Afrika dan selatan
Amerika. Non Alignment Movement alias
Gerakan Non-Blok menjadi momok tersendiri
terutama bagi pemenang perang dunia II. Tak
ayal tingkat dan kecanggihan dominasi harus
diperbaharui. Salah satunya melalui berbagai
organisasi dunia, regional dan dunia untuk
“kesepakatan kerjasama” ekonomi. Ambil
contoh lahirnya WTO pada tahun tahun 1994,
mempunyai latar belakang dominasi Amerika.
Resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995
tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah
ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun
1948, General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif
dan Perdagangan telah membuat aturan-
aturan untuk sistem ini. Aturan-aturan
tersebut mengenai perdagangan dunia dan
menghasilkan pertumbuhan perdagangan
dunia. Tujuan awalnya GATT akan menjadi
salah satu badan khusus PBB yakni
International Trade Organization (ITO), bagian
dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank
Dunia).

Meskipun Piagam ITO akhirnya
disetujui dalam UN Conference on Trade and

Development di Havana pada bulan Maret
1948, proses ratifikasi oleh negara-negara
anggota terhambat. Tantangan paling serius
berasal dari kongres Amerika Serikat,

yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak
meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO
secara efektif tidak dapat dilaksanakan.
Meskipun demikian, GATT tetap merupakan
instrument multilateral yang mengatur
perdagangan internasional. Itulah mengapa
lahirnya banyak kesepakatan pembangunan
dalam sistem PBB tak berjalan.

Komplikasi perdagangan dunia
menyebabkan negara-negara di kawasan
Asia Pasifik merasa perlu konsolidasi.
Mengingat di belahan dunia lainnya, Eropa
Barat semakin solid dengan membuat
ikatan secara regional. Lebih kuat daripada
sebelum PD II. Untuk itulah pada tahun
1969 atas inisiatif swasta dibentuklah Pacific
Basic Economic Council (PBEC) tahun 19609.
organisasi ini beranggotakan semua negara
Asia Pasifik kecuali dua negara komunis yakni
Kampuchea sekarang Kamboja dan Korea
Utara. Organisasi ini aktif untuk mendorong
perdagangan dan investasi swasta.

Dipicu itulah pemerintah negara-negara
Bersambung ke halaman 14
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dengan memagari tanah itu telah menjadikan
orang yang memagarinya memiliki hak
untuk mengelola. Begitu pula, orang yang
memagarinya berhak melarang orang

lain yang ingin menghidupkan tanah yang
sudah dipagarinya. Apabila orang tersebut
memaksa, lalu dia menghidupkan tanah yang
sudah dipagari orang tersebut, maka dia
tetap tidak berhak memilikinya, dan tanah
tersebut harus dikembalikan kepada orang
yang memagari sebelumnya. Apabila orang
yang memagarinya tersebut menjualnya,
maka ia berhak mendapatkan harga dari hasil
penjualannya. Sebab hal itu merupakan hak
yang dikompensasi dengan harga tertentu,
sehingga dia juga diperbolehkan untuk
melakukan pertukaran atas tanah tersebut.
Kalau orang yang memagari tersebut telah
meninggal, maka kepemilikannya bisa
diwarisi oleh ahli warisnya, sebagaimana
kepemilikan-kepemilikan yang lain. Mereka
juga bisa mengelolanya sesuai dengan
ketentuan syara, sebagaimana pembagian
harta yang lainnya.

Dengan demikian, bahwa memagari
tanah sekaligus menghidupkannya adalah
hanya berlaku untuk tanah mati, bukan
tanah yang lain. Pernyataan Umar: “Orang
yang memagari tanah tidak berhak (atas
tanah yang telah dipagarinya) setelah
(membiarkannya) selama tiga tahun”, adalah
orang yang memagari tanah mati. Sedangkan
tanah yang tidak mati, maka tidak bisa
dimiliki dengan cara memagari, serta tidak
dengan cara menghidupkannya, melainkan
dengan cara pemberian cuma-cuma dari
imam (khilafah). Sebab, menghidupkan
tanah dan memagarinya telah dinyatakan
hanya untuk tanah mati. Disamping itu
pernyataan Umar di atas, telah menjadikan
tahjir dengan batas waktu tiga tahun, apabila
tanah tersebut dibiarkan hingga lewat
dari waktu tiga tahun, kemudian tanah itu
dihidupkan oleh orang lain, maka dialah
(vang menghidupkan lagi) yang lebih berhak.
Dibedakan antara tanah yang mati dengan
tanah yang tidak mati ini menunjukkan bahwa
Rasulullah SAW telah memubahkan kepada
individu untuk memiliki tanah mati dengan
cara menghidupkannya dan memagarinya,
sehingga hal itu merupakan sesuatu yang
mubabh. Oleh karena itu untuk menghidupkan
dan memagarinya tidak perlu izin dari imam
(khalifah). Sedangkan tanah-tanah yang tidak
mati, tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah
tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh
imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-
hal yang mubah untuk semua orang, namun
hanya mubah untuk imam. [tulah kemudian
yang disebut dengan sebutan tanah-tanah
milik negara.

Perlunya Pembaruan Agraria

Pengalaman yang dilakukan oleh
Rasulullah dan para sahabat -menghidupkan
tanah mati—di atas bisa dijadikan sebagai
landasan dan acuan tentang perlunya
pembaruan agraria, “Manusia-manusia
tani” atau “petani” inilah menurut pasal
1 UU No. 2/1960, sebagai subyek dalam
melakukan pembaruan agraria karena hanya
merekalah yang mata pencaharian pokoknya
mengusahakan tanah untuk pertanian.
Mereka yang bekerja di sektor pertanian
sebagai pemilik-penggarap, penggarap dan
buruh tani itulah yang pada hakekatnya
merupakan sasaran pembangunan dalam
bidang pertanian dan sekaligus merupakan
pelaku-pelaku aktif dalam kegiatan
pembangunan sektor pertanian.

Pembaruan agraria menurut
Gunawan Wiradi (2005), adalah penataan
kembali (atau penataan ulang) susunan
kepemilikan, penguasaan dan penggunaan
sumber agraria (terutama tanah), untuk
kepentingan rakyat kecil (petani, buruh
tani, dan lain-lainnya), secara menyeluruh
dan konprehensif (lengkap). Lebih jauh
Gunawan Wiradi menjelaskan, yang dimaksud
dengan “menyeluruh dan komprehensif”
adalah: (1) sasarannya bukan hanya tanah
pertanian, tetapi juga tanah-tanah kehutanan,
perkebunan, pertambangan, pengairan,
kelautan dan lain-lain termasuk juga tanah-
tanah terlantar. Pendek kata, semua sumber
agraria, termasuk hak air, proteksi dari
perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
(2) Program reforma tanah (dan sumber
agrarian lainnya) harus disertai dengan
program-program penunjangnya, seperti
penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi
produksi, program perkreditan, pemasaran
dan sebagainya.

Tujuan pelaksanaan reforma agraria
adalah untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan rakyat, khususnya para petani
kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka
kesempatan untuk mengembangkan diri
mencapai kemakmuran, sebagai bagian dari
pembangunan nasional untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan
pancasila.

Sehubungan dengan program pembaruan
agraria dalam rangka meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani,

SPI bersama dengan gerakan tani lainnya
mendesak kepada pemerintah supaya:

Segera melaksanakan reforma agraria
dan landreform untuk memastikan hak setiap
petani untuk menguasai tanah pertanian,
sesuai dengan konstitusi Indonesia pasal
33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960.
Segera keluarkan kebijakan-kebijakan
yang menegaskan tentang pelaksanaannya
pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia

Mencabut Undang-undang (UU) No.

7/2004 tentang sumber daya air; UU No.
18/2004 tentang perkebunan, serta UU no.
27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.

Segera mencabut pembebasan impor bea
masuk ke Indonesia, terutama impor bahan
pangan, dan melarang impor pangan hasil
Genetically Modified Organism (GMO). Untuk
jangka panjang harus membangun suatu
tata perdagangan dunia yang adil dengan
mengganti rezim perdagangan dibawah World
Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free
Trade Agrement (FTA).

Menjamin ketersediaan benih lokal
dengan memajukan pengetahuan para
petani dan mengganti UU 12/1992 tentang
sistem budidaya tanaman yang banyak
mengkriminalkan petani. Sistem distribusi
pangan yang liberal mengakibatkan
ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga
pangan.

Tempatkan pertanian rakyat sebagai
soko guru dari perekonomian di Indonesia,
dan hentikan pengembangan food estate.
Untuk menghambat ini salah satunya adalah
dengan merevisi UU 7/1996 tentang Pangan.
Disamping itu juga harus mengembangkan
pertanian berkelanjutan yang menjaga
keanekaragaman hayati, mengurangi
ketergantungan input luar, dan memandirikan
pertanian di Indonesia. Bangun industri
nasional berbasis pertanian, kelautan dan
keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat
kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-
usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja
dan tidak tergantung pada pangan impor.

Segera memfungsikan Badan Urusan
Logistik (BULOG) untuk menjadi penjaga
pangan di Indonesia, dengan memastikan
mengendalikan tata niaga, distribusi dari
hasil produksi pangan petani Indonesia,
khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan
minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga
harus menjadi pengendali seluruh impor
pangan yang berasal dari luar negeri. Segera
selesaikan konflik-konflik agraria dengan
membentuk suatu komite penyelesaian
konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-
nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Kita percaya bahwa jika program
pembaruan agraria dapat terlaksana dengan
baik dan tepat sasaran, kondisi kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat tani akan dapat
membaik. Tetapi pembaruan agraria memang
memerlukan kemauan politik, bukan sekedar
janji-janji politik. Kita berharap pemerintah
memberikan perhatian yang serius dan
memehuhi janjinya untuk melaksanakan
pembaruan agraria.

Hidup Petani...!!!!

(Penulis adalah Ketua Badan Pelaksana Wilayah
Serikat Petani Indonesia (BPW SPI) Yogyakarta)
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Asia Pasifik semakin terkonsolidasi dengan lahirnya Pacific Economic Cooperation Council (PECC) tahun 1980 di Canberra Australia, cikal
bakal APEC. Saat itu PECC bekerja untuk indentifikasi ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energji,
dan telekomunikasi. Walaupun masih bersifat informal, PECC melibatkan para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademis. Salah satu hasil
kegiatan PECC adalah terbentuknya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di
bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia pada tahun 1989.

Suatu hal yang melatarbelakangi terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah
secara cepat dengan munculnya kelompok kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA. Selain itu perubahan besar terjadi di bidang politik dan
ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (perdagangan
bebas). Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat
perdagangan bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara
di kawasan Asia Pasifik[2].

APEC 2013: Mencapai Bogor “Goals” Dalam Koridor WTO

Setelah ditetapkan sebagai ketua dan tuan rumah KTT APEC yang akan berlangsung Oktober 2103 di Bali Indonesia akan makin dalam terjebak
pada rezim ekonomi neoliberal. Sebagai kerjasama ekonomi dengan anggota 21 ekonomi mempunyai prinsip yang voluntary, transparan,
informal, tidak mengikat dan dalam koridor disiplin WTO[3]. Hal ini makin ditegaskan lagi ketika KTT APEC di Seattle-USA 1993, dengan visi
pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas. Tidak cukup hanya itu maka pada tahun 1994 di Bogor dideklarasikanlah Bogor Goals:

Menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka dan adil di kawasan tahun 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 ekonomi
berkembang.

Memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multirateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa,
mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik.

Mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa,
modal secara bebas dan konsisten dengan GATT (sekarang WTO).

Dengan berbagai kerumitannya dalam mekanisme APEC ini, walaupun dikatakan tidak mengikat namun dalam kenyataannya negara-negara
ekonomi ini mengikat satu sama lainnya. Tentunya dengan ketentuan pokok tadi yakni liberalisme, fasiltasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan
teknik (Ecotech) dalam kerangka WTO.

Mengintip dapurnya APEC, layaknya organisasi neoliberal yang rumit di dalam APEC terdapat banyak lembaga-didalamnya, tersedia khusus
bagi korporasi. Lembaga tersebut yakni APEC Economic Leaders Meeting (AELM), Ministerial Meeting (MM), Sectoral Ministerial Meetings,

APEC Business Advisory Council (ABAC), APEC Secretariat, Senior Officials Meeting (SOM), Rencana kesepakatan sub-komite : 1 Sub-Commite on
ECOTECH (ESC), 2 Budget & Management Committee, 3 Committee on Trade and Investment (CTI), 4 Economic Committee/EC, 5 Working Group,
dan 6 SOM Task Force.

Mengupas sedikit mengenai rencana kesepakatan sub-komite yang digunakan sebagai pengembangan sektor dan kerjasama. Di sinilah
perkembangan terjadi berbagai isu dan kerjasama baru digodok secara teknis dan implementatif. Seperti isu korupsi, terorisme dan ketahanan
pangan. Seperti APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS) 2012-2013 terdapat empat kelompok kerja yakni, stock-take dan road map
towards 2020 (dipimpin oleh Jepang, Rusia dan AS), Suistainable Development of Agricultural and Fishery Sector (dipimpin oleh Indonesia),
Facilitation on Investment and Infrastructure Development (dipimpin oleh Russia) dan Enhancing Trade and Market (dipimpin oleh Australia).
Dalam PPFS peran ABAC/korporasi begitu mewarnai. Begitu pun dalam proses substansi dan visi di Indonesia.

Jadi tak perlu ragu dan bimbang lagi secara harafiiah dan prakteknya APEC sama dan sebangun dengan WTO yang berkeliaran dalam kawasan
Asia Pasifik.#

* Penulis adalah Ketua Departemen Kajian Strategis, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)

[1]  Pasal yang menyatakan memberikan sekaligus dimuka HGU selama 95 tahun bagi perusahaan di Judicial Review-kan oleh ormas tani dan LSM di Mahkamah Konstutusi. MK dalam hal ini
menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi 1945.

[2]  http://saranghaechonsa.wordpress.com/2011/03/18/sejarah-apec/

[3] Keanggotaan APEC terdiri 21 ekonomi. Australia, Brunai Darussalam, Kanada, Cili, Republik Rakyat Cina, Hongkong-Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia
Baru, Papua New Guinea, Filipina, Singapura,Taiwan, Thailand, Amerika Serikat,Peru, Rusia, Vietnam.

Sambungan dari hal. 5

bersama ormas dan lembaga lainnya berencana melakukan judicial review. Asuransi perbankan juga cenderung memungkinkan petani
terjerat hutang. Positifnya UU ini membuka ruang legitimasi pemerintah dan petani, ada peluang berdirinya Bank Tani (BUMD), hingga
pemerataan lahan bagi petani,” papar Henry.

Henry menambahkan, kabar baik lainnya bagi petani Indonesia adalah adalah judicial review UU Sistem Budidaya Tanaman dikabulkan
Mahkamah Konstitusional sehingga petani bisa kembali bebas melakukan diversifikasi dan penangkaran benih.

Menanggapi hal ini Ketua BPW SPI Jawa Tengah Edy Sutrisno menyampaikan semoga UU tersebut mampu memperkuat perjuangan petani SPI
di daerah. Edy juga menyampaikan beberapa perkembangan konflik agrarian yang terjadi di Jawa Tengah seperti di Punden Rejo Kecamatan Tayu
Pati (17 Ha), Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (36 Ha) Blok Sido Rukun, Kencono Rejo Kabupaten Batang (20 Ha), Blok Pati
Ayam Kab Pati Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati, hingga Curug Cipedog Kabupaten Banyumas (120 Ha).

“Untuk itu kami berencana melakukan pendidikan paralegal dan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SPI dalam upaya untuk
menyelesaikan konflik agraria tersebut. Kami juga akan menfungsikan pesantren Juru Mertani sebagai Pusdiklat SPI, dan bekerjasama dengan
laboratorium universitas untuk pengolahan mocaf” ungkap Edy.

Diskusi ini sendiri dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Batang, Pati, Banyumas, Kudus, Panitia Persiapan
Cabang Jepara, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI Mamock dan Mugi Ramanu, hingga perwakilan mahasiswa.#
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MENDATAR

1. Ujung tangan atau kaki yang beruas-ruas 3. Berkeliling untuk menjaga keamanan 6. Banyak harta

8. Persengketaan; pertentangan 10. Harapan 11. Liga bola basket profesional Amerika Serikat

12. Permainan lompat-lompatan tradisional Indonesia 14. Belut (Inggris) 15. Konsepsi individu tentang
dirinya sendiri 16. Panas dan cahaya yangg berasal dari sesuatu yang terbakar 17.Kata ganti kepunyaan
18. Kata ajakan  19. Ilmu Pengetahuan Sosial 21. Organisasi tani kita tercinta 22. Antar Lintas
Sumatera 23.Teman, kawan 26.Awalan yang berarti bumi 27.Udang kering 28. Sebutan untuk
daerah Sunda, Jawa Barat 32. Tidak dapat berkata-kata, terdiam.

MENURUN

1. Ibukota Indonesia 2. Organisasi buruh internasional 3. Tumbuhan menjalar yang batangnya

digunakan untuk berbagai barang atau perabot 4. Awalan yang berarti baru 5. Penyanyi wanita terkenal
asal Inggris 6. Tempat menyimpan uang 7. Yang berhubungan dengan tanah dan pertanian 8. Aneka
peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat 9. Tidak taat asas, berubah-ubah 12. Lentur
13. Keluarga; sanak saudara 18. Sejenis bunga 20. Perkumpulan, persekutuan 24. Ajaran, sistem yang
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 25.Nama depan
istri Mantan Presiden B] Habibie 29. Kata ganti orang pertama 30. Ya (Inggris) 31. Satuan luas
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Henry menambahkan,
meskipun UU SBT telah
dijudicial review namun masih
ada UU turunannya yang juga
mesti diubah seperti sertifikasi
permentan, bentuk regulasi
terhadap pengembahan benih
oleh petani, PP no 11 tahun
1990, dan lainnya.

Sementara itu Gunawan
dari Indonesia Human Rights
Commission for Social Justice
(IHCS) mengemukakan dengan
adanya putusan Mahkamah
Konstitusi ini seharusnya negara
melakukan pemulihan hak-hak
petani korban diskriminasi dan
kriminalisasi UU SBT, seperti
para petani di Jawa Timur.

“Sebelum dijudicial
review, UU SBT ini melarang
petani melakukan pemuliaan
tanaman, semenjak dari
mengumpulkan plasma nutfah
hingga mengedarkan benih hasil
pemuliaan. Jika tetap dilakukan,
petani terancam dipenjara,
dan sudah banyak petani yang
masuk penjara akibat UU SBT
ini,” papar Gunawan.

Hal senada diungkapkan
oleh Fadil Kirom dari Aliansi
Petani Indonesia (API).
Menurutnya ada peran
korporasi besar dalam UU SBT
ini, karena karena putaran
modal sangat besar, sedangkan
subsidi dari pemerintah sangat
sedikit.

“Putaran duitnya besar
di benih ini, bisa mencapai
ratusan miliar. UU SBT ini sangat
menguntungkan pengusaha.
Anggota API saja 15 orang
ditangkap sejak 1 tahun terakhir
ini,” katanya. Saya juga setuju
dengan Bang Henry bahwa
setelah UU SBT di judicial
review, yang paling krusial
yang harus dilakukan adalah
mengubah UU yang di bawah
SBT ini,” katanya.#
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DPP SPI Tutup Safari Ramadhan
2013 di Banten

Foto: Safari Ramadhan DPP SPI sekaligus diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum SPI di DPW SPI Banten

SERANG. Perjalanan tim safari Ramadhan 2013 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di Pulau Jawa berakhir di provinsinya
yang paling barat, Banten. Bertempat di sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Banten di Serang, tim safari Ramadhan DPP SPI
menggelar pertemuan dan diskusi terbatas dengan pengurus serta petani SPI se-Banten (01/08). Selain pengurus DPW SPI Banten, pertemuan

ini dhadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Lebak, Serang, Pandeglang, hingga anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal
Banten, Rais.

Agenda pertemuan dan diskusi kali ini tidak jauh beda dengan diskusi di provinsi-provinsi sebelumnya yakni sosialisasi kebijakan pertanian
nasional terbaru.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, di awal Juli ini ada dua kabar yang boleh dibilang menggembirakan petani. Pertama adalah
disahkannya Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). Kedua adalah dikabulkannya judicial review UU Sistem
Budidaya Tanaman yang memungkinkan tercapainya kedaulatan benih petani.

“Namun masih ada juga isi UU Perlintan yang melemahkan ormas tani independen seperti SPI, oleh karena itu kita siap melakukan judicial
review ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Henry.

Setelah membaca dan memperhatikan lembaran demi lembaran UU Perlintan yang dibagikan oleh tim safari Ramadhan DPP SPI, Ketua Badan
Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Marda mengungkapkan salah satu pasal di UU Perlintan menyebutkan bahwa tanah pertanian tidak boleh
di konversi ke lain. Namun pada kenyataannya di Pandeglang tepatnya di daerah Panimbang akan dibangun bandara seluas 200 Ha, padahal tanah
tersebut adalah tanah pertanian.

“UU Perlintan ini memang perlu diturunkan ke dalam Perda atau peraturan lainnya, sehingga nantinya bisa dijadikan pedoman dalam
perjuangan atas tanah, dan lainnya,” tutur Marda.

Marda juga akan mendata ulang konflik-konflik agraria yang menerpa petani SPI di Banten dan berusaha untuk segera menuntaskannya

“DI Banten ini kita terlibat konflik dengan Perhutani di Cibaliung Pandeglang, dengan perkebunan swasta, perusahaan multinasional (Aqua-
Danone) di Padarincang Serang, hingga Angkatan Udara di Binoang Serang,” papar Marda.

Sementara itu Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Lebak menuturkan keberhasilan petani SPI lebak dalam mengolah lahan
perjuangan seluas 200 Ha.

“Tanah perjuangan tersebut sudah kami olah dan tanami dengan padji, pisang dan ubi dan telah mampu berproduksi dan panen beberapa kali.
Untuk itu kami mendukung didirikannya koperasi atau usaha bersama di DPW ataupun DPC, mengingat petani sudah bisa berproduksi,” katanya.#



